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ABSTRAK 

 

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing merupakan ancaman transnasional 

yang serius bagi keberlanjutan sumber daya laut di Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan 

untuk membandingkan efektivitas kebijakan penanggulangan IUU Fishing di Indonesia dan 

Vietnam selama periode 2019–2024. Menggunakan metode kualitatif dengan desain studi 

kasus komparatif, penelitian ini menganalisis kebijakan kedua negara melalui lensa Teori 

Realisme dan enam indikator evaluasi kebijakan publik William N. Dunn (efektivitas, 

efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan). Temuan penelitian 

menunjukkan adanya divergensi strategi yang didorong oleh kepentingan nasional yang 

berbeda. Indonesia, dengan motif kedaulatan wilayah (sovereignty driven), menerapkan 

pendekatan hard power melalui patroli fisik yang intensif dan penegakan hukum tegas, yang 

terbukti efektif memulihkan stok ikan namun berbiaya tinggi (inefisien) dan menghadapi 

tantangan pemerataan subsidi bagi nelayan kecil. Sebaliknya, Vietnam, dengan motif 

keamanan ekonomi (economy driven) akibat tekanan "Kartu Kuning" Uni Eropa, 

menerapkan pendekatan kepatuhan (compliance) berbasis teknologi Vessel Monitoring 

System (VMS) dan reformasi regulasi pelabuhan. Strategi Vietnam terbukti lebih efisien 

secara anggaran dan merata dalam mendistribusikan subsidi teknologi, meskipun masih 

menghadapi tantangan kepatuhan operasional di laut lepas. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa tidak ada model tunggal yang sempurna; Indonesia unggul dalam penegakan 

kedaulatan, sementara Vietnam unggul dalam manajemen pasar dan efisiensi. 

 

Kata Kunci: IUU Fishing, Kebijakan Publik, Studi Komparatif, Realisme, Indonesia, 

Vietnam, William N. Dunn. 
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ABSTRACT 

 

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing poses a serious transnational threat to 

the sustainability of marine resources in Southeast Asia. This study aims to compare the 

effectiveness of counter-IUU Fishing policies in Indonesia and Vietnam during the 2019–

2024 period. Employing a qualitative method with a comparative case study design, this 

research analyzes both countries' policies through the lens of Realism Theory and William 

N. Dunn’s six public policy evaluation indicators (effectiveness, efficiency, adequacy, equity, 

responsiveness, and appropriateness). The findings reveal a strategic divergence driven by 

distinct national interests. Indonesia, motivated by sovereignty driven interests, implements 

a hard power approach through intensive physical patrols and strict law enforcement. This 

strategy has proven effective in recovering fish stocks but is high-cost (inefficient) and faces 

challenges in equitable subsidy distribution for small-scale fishers. Conversely, Vietnam, 

driven by economic security interests due to the European Union's "Yellow Card" pressure, 

adopts a compliance approach based on Vessel Monitoring System (VMS) technology and 

port regulation reforms. Vietnam's strategy proves to be more budget-efficient and equitable 

in distributing technology subsidies, although it still faces operational compliance 

challenges on the high seas. This study concludes that there is no single perfect model; 

Indonesia excels in sovereignty enforcement, while Vietnam excels in market management 

and efficiency. 

 

Keywords: IUU Fishing, Public Policy, Comparative Study, Realism, Indonesia, Vietnam, 

William N. Dunn. 
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GLOSARIUM 

 

AIS (Automatic 

Identification System) 

Sistem pelacakan otomatis yang digunakan pada kapal untuk 

mengirimkan data identitas, posisi, arah, dan kecepatan kapal ke 

kapal lain atau stasiun pantai guna mencegah tabrakan dan 

memantau lalu lintas laut. 

Allowable Catch ( JTB 

- Jumlah Tangkapan 

yang Diperbolehkan) 

Batas maksimum volume ikan yang diizinkan untuk ditangkap di 

suatu wilayah perairan tertentu dalam periode waktu tertentu, 

biasanya ditetapkan sebesar 80% dari potensi lestari (Maximum 

Sustainable Yield) untuk mencegah overfishing. 

Appropriateness 

(Ketepatan) 

Salah satu indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn yang 

menilai apakah tujuan dan hasil dari suatu kebijakan benar-benar 

relevan, berguna, dan sesuai dengan nilai-nilai atau kebutuhan 

pembangunan negara. 

BAKAMLA (Badan 

Keamanan Laut 

Republik Indonesia) 

Lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melakukan 

patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia 

dan yurisdiksi Indonesia (sering disebut sebagai Indonesian Coast 

Guard. 

Blue Economy 

(Ekonomi Biru)) 

Konsep pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan 

ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan lapangan kerja, dengan 

tetap menjaga kesehatan ekosistem laut (keberlanjutan). 

 

Bottom-Up Approach 

Pendekatan implementasi kebijakan yang menekankan peran 

penting birokrat tingkat bawah atau petugas lapangan (seperti 

petugas patroli) dalam menerjemahkan kebijakan pusat sesuai 

dengan realitas di lapangan. 

CCRF (Code of 

Conduct for 

Responsible Fisheries) 

Kode etik tata laksana perikanan yang bertanggung jawab yang 

diterbitkan oleh FAO pada tahun 1995 sebagai pedoman global 

untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. 

Command Center 

KKP 

Pusat kendali terpadu milik Kementerian Kelautan dan Perikanan 

yang menggunakan teknologi satelit dan digital untuk memantau 

pergerakan kapal perikanan secara real-time selama 24 jam. 

 

Compliance 

(Kepatuhan) 

Tingkat ketaatan aktor (negara, kapal, atau nelayan) terhadap 

aturan, regulasi, atau standar internasional yang berlaku. 

 

Decree 

(Dekrit/Keputusan 

Pemerintah) 

Istilah hukum yang digunakan di Vietnam untuk menyebut 

peraturan pelaksanaan undang-undang yang diterbitkan oleh 

Perdana Menteri atau Pemerintah (contoh: Decree No. 

37/2024/ND-CP)\. 
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Dekapitalisasi 

Strategi kebijakan (seperti penenggelaman kapal) yang bertujuan 

menghancurkan modal atau aset pelaku kejahatan agar mereka 

kehilangan kemampuan finansial dan operasional untuk melakukan 

kejahatan kembali. 

Deterrence Effect 

(Efek Jera) 

Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh ancaman sanksi atau 

hukuman yang berat (seperti penenggelaman atau denda tinggi), 

sehingga mencegah pelaku untuk melakukan pelanggaran hukum. 

 

D-Fish (Directorate of 

Fisheries) 

Direktorat Perikanan Vietnam yang berada di bawah Kementerian 

Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (MARD), bertanggung 

jawab atas pengelolaan teknis perikanan nasional. 

e-CDT (Electronic 

Catch Documentation 

and Traceability) 

Sistem dokumentasi dan ketertelusuran hasil tangkapan ikan 

berbasis elektronik/digital yang digunakan (terutama di Vietnam) 

untuk mencatat perjalanan ikan dari laut hingga ke pelabuhan guna 

mencegah masuknya ikan ilegal. 

 

Efektivitas 

(Effectiveness) 

Indikator evaluasi kebijakan yang mengukur sejauh mana hasil 

yang diinginkan (tujuan kebijakan) telah berhasil dicapai. 

Efisiensi (Efficiency) 
Indikator evaluasi kebijakan yang mengukur rasio antara usaha 

(biaya/sumber daya) yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai. 

Equity (Pemerataan) 

Indikator evaluasi kebijakan yang menilai apakah biaya dan 

manfaat dari suatu kebijakan didistribusikan secara adil kepada 

seluruh kelompok sasaran (misalnya antara nelayan kecil dan 

industri). 

FAO (Food and 

Agriculture 

Organization) 

Organisasi Pangan dan Pertanian di bawah PBB yang memimpin 

upaya internasional untuk mengalahkan kelaparan dan mengatur 

standar perikanan global. 

Fisheries Law 2017 

Undang-Undang Perikanan Vietnam tahun 2017 yang menjadi 

dasar reformasi hukum perikanan Vietnam untuk memenuhi 

standar internasional dan mencabut status Yellow Card 

Gross Ton (GT) 

Satuan volume kotor kapal yang digunakan untuk menentukan 

ukuran kapal. Di Indonesia, kapal <10 GT dikategorikan sebagai 

kapal nelayan kecil. 

IPOA-IUU 

(International Plan of 

Action to Prevent, 

Deter and Eliminate 

IUU Fishing) 

Rencana aksi internasional yang diadopsi oleh FAO pada tahun 

2001 sebagai panduan bagi negara-negara untuk memerangi IUU 

Fishing. 

Rencana aksi internasional yang diadopsi oleh FAO pada tahun 

2001 sebagai panduan bagi negara-negara untuk memerangi IUU 

Fishing. 
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IUU Fishing (Illegal, 

Unreported, and 

Unregulated Fishing) 

Illegal: Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum negara 

atau perjanjian internasional. 

Unreported: Kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan atau 

dilaporkan secara salah kepada otoritas berwenang. 

Unregulated: Kegiatan penangkapan di area yang tidak diatur atau 

dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan (stateless). 

Kedaulatan 

(Sovereignty) 

Kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayahnya (termasuk laut 

teritorial) untuk mengatur dan menegakkan hukum tanpa campur 

tangan negara lain. 

Kiem Ngu (Vietnam 

Fisheries 

Surveillance) 

Pasukan pengawas perikanan Vietnam yang bertugas melakukan 

patroli sipil dan penegakan hukum perikanan di laut, terpisah dari 

militer namun memiliki wewenang penindakan. 

KKP (Kementerian 

Kelautan dan 

Perikanan) 

Kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan 

kelautan dan perikanan, dipimpin oleh seorang Menteri. 

KP (Kapal Pengawas) 

Armada kapal milik pemerintah (KKP/PSDKP) yang digunakan 

untuk patroli dan pengawasan sumber daya kelautan (Contoh: KP. 

Barakuda, KP. Paus). 

KUSUKA (Kartu 

Pelaku Usaha 

Kelautan dan 

Perikanan) 

Kartu identitas bagi pelaku usaha (nelayan, pembudidaya) di 

Indonesia yang digunakan sebagai basis data untuk penyaluran 

bantuan pemerintah, termasuk BBM subsidi. 

LOA (Length Overall) 

Panjang keseluruhan kapal yang diukur dari ujung haluan hingga 

ujung buritan. Digunakan di Vietnam untuk klasifikasi kapal 

(misal: kapal >15 meter wajib VMS). 

Logbook 

Buku catatan harian kapal perikanan yang berisi data operasional 

penangkapan (lokasi, jenis ikan, jumlah tangkapan) yang wajib diisi 

oleh nakhoda. 

MARD (Ministry of 

Agriculture and Rural 

Development) 

Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, 

lembaga setingkat kementerian yang membawahi urusan perikanan 

di Vietnam. 

MSY (Maximum 

Sustainable Yield) 

Potensi lestari maksimum, yaitu jumlah tangkapan terbesar yang 

dapat diambil dari stok spesies ikan dalam jangka waktu tak 

terbatas tanpa menguras stok tersebut. 

National Steering 

Committee on IUU 

Fishing 

Komite Pengarah Nasional di Vietnam yang dipimpin oleh Wakil 

Perdana Menteri, bertugas mengkoordinasikan penanganan IUU 

Fishing di seluruh kementerian dan 28 provinsi pesisir. 

NMSS (National 

Maritime Surveillance 

System) 

Sistem pengawasan maritim nasional terintegrasi yang diajukan 

oleh Bakamla untuk memantau pergerakan kapal di seluruh 

perairan Indonesia menggunakan radar dan sensor. 
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NTN (Nilai Tukar 

Nelayan) 

Indikator kesejahteraan nelayan di Indonesia yang diukur dari rasio 

indeks harga yang diterima nelayan (pendapatan) terhadap indeks 

harga yang dibayar nelayan (pengeluaran). Angka >100 berarti 

surplus/sejahtera. 

PIT (Penangkapan 

Ikan Terukur) 

Kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia berbasis kuota dan 

zonasi penangkapan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan 

(diatur dalam PP No. 11 Tahun 2023). 

POKMASWAS 

(Kelompok 

Masyarakat Pengawas) 

Kelompok masyarakat (nelayan) di Indonesia yang dibentuk dan 

dibina untuk membantu pemerintah dalam mengawasi dan 

melaporkan tindak pidana perikanan di wilayahnya. 

Polairud (Polisi Air 

dan Udara) 

Satuan di dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang 

bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian di wilayah perairan 

dan udara. 

PSDKP (Pengawasan 

Sumber Daya 

Kelautan dan 

Perikanan) 

Direktorat Jenderal di bawah KKP Indonesia yang bertugas 

melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan 

dan perikanan. 

 

PSMA (Port State 

Measures Agreement) 

Perjanjian internasional yang mewajibkan negara pelabuhan untuk 

memeriksa kapal  

Realisme 

Teori hubungan internasional yang memandang negara sebagai 

aktor utama yang bertindak rasional untuk mengejar kepentingan 

nasional (national interest), kekuasaan (power), dan keamanan 

(security) dalam sistem internasional yang anarki. 

Responsiveness 

(Responsivitas) 

Indikator evaluasi kebijakan yang mengukur seberapa baik suatu 

kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai dari 

kelompok sasaran. 

RFMO (Regional 

Fisheries Management 

Organization) 

Organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara yang 

memiliki kepentingan perikanan di suatu wilayah tertentu untuk 

mengelola dan melestarikan stok ikan (contoh: WCPFC, IOTC). 

Satgas 115 (Satuan 

Tugas Pemberantasan 

Penangkapan Ikan 

Secara Ilegal) 

Satuan tugas khusus di Indonesia yang dibentuk melalui Perpres 

No. 115 Tahun 2015 untuk memberantas Illegal Fishing  melalui 

operasi gabungan (KKP, TNI AL, Polri, Bakamla, Kejaksaan). 

SIKPI (Surat Izin 

Kapal Pengangkut 

Ikan) 

Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk 

melakukan pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 

Negara Republik Indonesia. 

 

SIPI (Surat Izin 

Penangkapan Ikan) 

Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk 

melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). 
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SISWASMAS (Sistem 

Pengawasan Berbasis 

Masyarakat 

Sistem pengawasan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat 

dalam mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

kelautan dan perikanan. 

 

STELINA (Sistem 

Ketertelusuran dan 

Logistik Ikan 

Nasional) 

Platform digital Indonesia untuk pelacakan (traceability) hulu-hilir 

produk perikanan guna memenuhi standar pasar global dan 

mencegah IUU Fishing. 

 

Top-Down Approach 

Pendekatan implementasi kebijakan yang menekankan pada 

komando dari pejabat tingkat pusat/tinggi ke tingkat bawah, dengan 

asumsi bahwa kebijakan akan berjalan sesuai instruksi pimpinan. 

Traceability 

(Ketertelusuran) 

Kemampuan untuk melacak jejak riwayat, aplikasi, atau lokasi dari 

produk perikanan mulai dari titik penangkapan hingga sampai ke 

konsumen akhir. 

Transshipment 

Kegiatan memindahkan muatan (ikan) dari satu kapal ke kapal lain 

di tengah laut. Praktik ini sering dilarang atau diatur ketat karena 

rawan digunakan untuk pencucian ikan ilegal (fish laundering) 

Trawl (Pukat 

Harimau) 

Alat penangkapan ikan berupa jaring kantong yang ditarik oleh 

kapal, yang sering dilarang karena sifatnya yang merusak dasar laut 

dan menangkap semua jenis ikan kecil (non-selektif). 

UNCLOS 1982 

(United Nations 

Convention on the 

Law of the Sea) 

Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang menetapkan kerangka 

hukum komprehensif yang mengatur semua aktivitas di laut, 

termasuk hak dan kewajiban negara di berbagai zona maritim. 

 

VMS (Vessel 

Monitoring System) 

Sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang 

memungkinkan otoritas untuk mengetahui posisi, pergerakan, dan 

aktivitas kapal secara real-time. 

VNFishbase 

Basis data perikanan nasional Vietnam yang berisi registrasi 

seluruh armada kapal perikanan, data perizinan, dan riwayat 

kepatuhan untuk integrasi pengelolaan perikanan. 

WPP-NRI (Wilayah 

Pengelolaan Perikanan 

Negara Republik 

Indonesia) 

Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, 

pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan 

perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, 

laut teritorial, zona tambahan, dan ZEE Indonesia. 

Yellow Card (Kartu 

Kuning) 

Peringatan resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa (Uni Eropa) 

kepada negara pengekspor ikan yang dinilai tidak kooperatif atau 

gagal dalam upaya memberantas IUU Fishing. Jika tidak 

diperbaiki, status ini bisa naik menjadi Red Card (pelarangan 

ekspor total). 

ZEE (Zona Ekonomi 

Eksklusif) 

Suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal, 

di mana negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk 
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mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengkonservasi, dan mengelola 

sumber daya alam hayati dan non-hayati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


